
WALi KOTA BAUBA,U 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR : 4 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 1 TAHUN 2020 
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa kebutuhan rumab tinggal di wilayah Kota Baubau 
yang terus meningkat, maka fasilitas pembangunan Rumah 
Susun Sederhana Sewa menjadi alternatif untuk 
pernenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyarnan, 
aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah 
kebawah; 

b. bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 
(RUSUNAWA) sebagairnana dimaksud dalam huruf a, yang 
telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan 
pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dapat 
berhasil guna ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud j I 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Wall Kota tentang Perubahan atas Peraturan 
Wall Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Repubb"k Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
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5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Vuus Disease 2019 (COVID- 
19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6515); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan 
Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaban Rakyat Nomor 
1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Perobangunan dan 
Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republic 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612); 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bau-Bau 
(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerab Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 30); 

17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 
Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau 
Tahun 2021 Nomor 2). 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 
SEDERHANA SEWA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan da]arn Peraturan Wali Kata Baubau Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Serita Daerah Kata Baubau 
Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 1 

13. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok 
ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku 
yang melakukan perjanjian sewa menyewa RUSUNAWA dengan lembaga 
pengelola RUSUNAWA. 

2. Diantara Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu 
(l)a, sedangkan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga 
berbunyi: 

Pasal 7 

(1) Calon penghuni yang berhak menempati RUSUNAWA adalah Warga Negara 
Indonesia dengan ketentuan : 
a. tetap; 
b. tetap; 
c. tetap; 
d. tetap. 

(1) a. Calon penghuni yang berhak rnenempati Rusunawa ASN Palagimata 
adalah ASN Lingkup Pemerintah Kata Baubau dan Pegawai Tidak Tetap 
(PTT) Pemerintah Kota Baubau 

(2) Calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 
persyaratan administrasi, mengajukan permohonan tertulis kepada 
Pengelola Rusunawa dengan melampirkan : 
a. tetap; 
b. tetap; 
c. tetap; 
d. tetap; 
e, tetap; 
f. tetap; 
g. tetap; dan 
h. Untuk ASN dan PTT dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dari 

pimpinan. 
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) ditarnbah 1 ayat sehingga berbunyi : 

Pasal 10 

(1) Tetap; 
(2} Tetap; 
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(3) Tarif sewa RUSUNAWA ASN Palagimata sebagai berikut : 
- Lantai 1 per bulan/kamar 350.000,- 
- Lantai 2 per bulan/kamar 325.000,- 
- Lantai 3 per bulan/kamar 300.000,- 
- Ruang Pertemuan per bulan/kamar 150.000,- 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 
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Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, t7 �°'nvari - 2022 
Plt. WALi KOTA BAU AU, 

ODE AHMAD MONIANSE 

5. 

P.t,RA:: l(OOHD!NAS: ;r 
t;Q, INSTAIISI/ UNIT KERJA 'ARAF 

1. �l!I 

RO IMUHTAR 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, ·17 7cniuari- 2022 
SE�ARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 4 
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